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inta catatan

tan narapidana koruptor mem
gan dengan putusan terscbut;
bupati, wakil bupati, wali kota atau

keterangan catatan kepolisian™, maka jika man
eterangan pengadilan akan bertentan

kepolisian dan k
nur,

Bahwa Kepala daerah baik gubernur, wakil gube :
wakil wali kota baik yang pernah terjerat korupsi, dan/atau narapidana koruptor maka tidak

hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan ekonomi masyarakat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan ( PPATK) menemukan I.ukas Enembe menyetor uang
560 miliar, ke kasino di luar negeri.
elalui perjudian. Dampak korupsi, data Badan Pusal
duduk masuk kategori miskin. Angka ini

ingkat nasional, sebesar 9,71 persen.

tunai senilai 55
juta dollar Singapura, atau sekitar Rp Uang itu diduga
terkait korupsi dan pencucian uang m
Statistik (BPS) menyebutkan, 27,38 persen pen

jauh dari di atas persentasc penduduk miskin di t
Dampak lain, akibat korupsi indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05,

asional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indcks, semakin tinggi pula
pir sepersepuluh dari dana

7 triliun. [Tajuk Rencana,

sementara di tingkat n
ketimpangannya. Uang yang disetorkan ke kasino itu ham
otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni Rp )

KOMPAS, Rabu 21 September 2022-Bukti-P5]:

a tidak jaminan mantan narapidana koruptor yang
ota atau wa
dilakukan bukan kerena

mencalonkan diri sebagai calon

Bahw
kil wali kota tidak akan

gubenur,

mengulangi perbuatannya lagi, karena kejahata
-cara sistematis,

wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali k
n korupsi yang
khilaf, sebaliknya dilakukan dengan cara terorganisir, dan terencana.
Karena itu, bila meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan Kecterangan
pengadilan akan sulit bagi mantan narapidana koruptor dikatakan berkclakuan baik.

(Minut) Vonnie Anncke Penambunan

Contoh, Pada 16 Mei 2008, Bupati Minahasa Utara
divonis 1 tahun dan 6 bulan terkait korupsi proyck Bandara Loa Kulu, Kutai Kartancgara.
Negara dirugikan Rp 4,047 miliar.

Kemudian, periode kedua Vonnie Anncke Penambunan,
kembali menjadi Bupati Minut. Namun, Vonnie melakukan korupsi proyck pemecahan
Desa Likupang 11 tahun anggaran 2016 pada APBD
iliar atau Rp

pada 17 Februari 2016, terpilih

ombak atau penimbunan Pantai di
Minahasa Utara, diduga merugikan kcuangan ncgara sekitar Rp 6,7 m

6.745.468.182 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Vonnie divonis empat tahun penjara
dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak bisa membayar denda, Vonnic harus menggantinya
dengan kurungan dua bulan. Vonie harus mengganti kerugian negara scbesar Rp
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Jumat 16 Mei 2008 15:14 WIB,

12:26 WIB- Bukti -P-6 |
pangananya adalah luar biasa

di korban adalah negara

3.210.768.182. [detiknews,
1 - 14/11/2021,
ahatan yang luar biasa karena itu pe
menja

WwIB, dan Kompas.con
5. Bahwa korupsi adalah kej
ahatan negara. Dalam hal ini yang
au kepa
k adalah konsekuensi etis dan

karena korupsi adalah kej
la daerah yang pernah

jika para mantan koruptor, dan/at

dan masyarakat, dan
hak politi

menjadi narapidan korupsi maka pencabutan

o. 10 Tahun 2016 Tentang Undang-
a Atas Undang-Undang Nomor |
Undang Nomor

yuridis;
6. Bahwa penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) hurufi UUN
Udang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedu

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

a Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7
» antara lain judi,

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Undang terhadap Undang Undang Dasar Negar
akukan perbuatan tercela

rta perbuatan melanggar kesusilaan
buatan tercela, sementara pengguna
Ja [UU No.10 Tahun 2016-Bukti

ayat (2) huruf I, yang dimaksud dengan “mel
mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, s¢
lainnya. Dalam penjelasan tersebut, korupsi bukan per

atau pengedar narkoba dimasukan dalam perbutan terce
P-7]

IV. PETITUM

n apa yang diuraikan di atas, maka pemohon memohon agar Yang Mulia Mahkamah

Berdasarka

si memutus Permohonan aqua, dengan amar putusan sebagai berikut:

Konstitu

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Meminta Yang Mulia Mahkamah Kontitus
ati, wali kota dan wakil wali kota jika pernah

i agar mantan narapidana korupsi,dan/atau

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bup
menjadi narapidana Korupsi ditolak untuk ikut konstestasi dalam Pemilihan Guburnur,
Bupati, dan Wali Kota, karena korupsi adala
dan yang menjadi korban adalan NEGARA dan MASYARAKAT;

7 ayat (2) huruf’i Undang-Undang No. 10 Tahun

h kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),

3. Memerintahkan putusan MK terkait Pasal
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 ‘Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam
Pemilihan Kepala Dearah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela;







